
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  MAHA ESA

PENGADILANA AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan asisten rumah

tangga, pendidikan, tempat kediaman di, Kota Mataram, dalam hal

ini  memberikan Surat  Kuasa kepada  ,  Pengacara/Advokat,  pada

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DEWI ANJANI yang beralamat di,

Nusa  Tenggara  Barat,  yang  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

nomor : Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor:, disebut

sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir,  agama  Islam,  pekerjaan  buruh  harian

lepas, pendidikan, Kota Mataram, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  22  Agustus  2024  telah

mengajukan permohonan  Cerai Gugat,  yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor  462/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal
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23 Agustus 2024 yang diperbaikan tanggal 14 Oktober 2024,  dengan dalil-dalil

pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa  hari  Penggugat  dengan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan

yang  di  catat  oleh  Pengawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kota  Mataram,

sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 

2.  Bahwa  setelah  nikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  Kota  Mataram,  selama  kurang  lebih  10.5

tahun; 

3.  Bhwa selama pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

bernama : asuh oleh Tergugat; 

4.  Bahwa  sampai  sekarang  Penggugat  tidak  mempunyai  kutipan  akta

nikah,  karena  pernikahan  Penggugat  ternyata  tidak  terdaftar  di  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alasan untuk

persyaratan  mengurus  perceraian  sementara  Penggugat  sangat

membutuhkan  bukti  keabsahan  perkawinan  tersebut  dan  karenanya

Penggugat  mohon agar  perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat

terlebih  dahulu  ditetapkan  keabsahannya  sebagai  bukti  keabsahan

perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat untuk alas hukum dalam

pengurusan perceraian antara Penggugat  dengan Tergugat; 

5.  Bahwa  pada  bulan  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya  perselisihan  yang  terus

menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; 

a. 

6. Tergugat  terjadi  perselisihan  kembali  sampai  akhirnya  Tergugat

menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat  yang  mengakibatkan  Tergugat

mengantar  pulang  Penggugat  ke  rumah  orangtua  Penggugat  sendiri,

selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin; 

7.  Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat 

dengan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah  sulit  dipertahankan  lagi;   dan  karenanya
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agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma  agama  maka  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat  dengan

Tergugat; 

8.  Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

 Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara

ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan Talak satu baik shughraa Tergugat () kepada Penggugat ();

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditentukan,  Penggugat dan

Tergugat  datang  menghadap  di  persidangan  dan  Ketua  Majelis  telah

memberikan  nasehat  kepada  kedua  belah  pihak  agar  rukun  kembali  dalam

rumah  tangga  akan  tetapi  Penggugat tetap  ingin  melanjutkan  kehendaknya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa,  karena  keduanya  hadir  di  persidangan,  maka  sebelum

pemeriksaan  pokok  perkara,  Penggugat dan  Tergugat harus  menempuh

lembaga  mediasi   dengan   memilih  mediator  Dra.  Hj.  Kartini,   akan  tetapi

mediasi tersebut tidak berhasil ;  

Bahwa  dimulailah  pemeriksaan  perkara  ini  dengan  terlebih  dahulu

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan  oleh  Penggugat;  dengan perbaikan  tanggal  14  Oktober  2024

sebagaimana  tertuang  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  intinya  tidak  ada

permintaan pengesahan Itsbat Nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah

melalui KUA dan mempunyai Buku Nikah.
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Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak  memberikan

jawaban  karena  tidak  hadir  dalam  persidangan  walaupun  sudah  di  panggil

secara resmi dan patut , hingga putusan ini dibacakan; 

Bahwa  Penggugat  dalam  menguatkan  dali-dalil  gugatannya,  telah

mengajukan bukti-bukti  berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Nomor Induk Kependdukan (NIK) tanggal 17 Mei 2022, an. Desi

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota  Mataram,  bukti  tersebut  telah  di-nazegelen dan  cocok  dengan

aslinya, diberi tanda, P-1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1.,  umur  tahun,  agama  Islam,  pendidikan,  pekerjaan  dagang,  bertempat

tinggal  di,  Kota  Mataram,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Bahwa

setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat di, Kota Mataram, selama kurang lebih 10.5 tahun

- Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pengagugat  dengan  Tergugat 

telah  hidup rukun sebagaimana  layaknya suami  istri  dan  dikaruniai  1

orang anak bernama : asuh oleh Tergugat;

- Bahwa  pada  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus

menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

- Bahwa  penyebabnya  salah  satu  pemicu  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, sering

memukul  Penggugat,  Tergugat  malas  bekerja,  Tergugat  sering  judi
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online,  Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kotor,  dan  kurang

memberikan nafkah lahir kepada Pengguga

- Bahwa masalah pertengkaran antaa Penggugat dengan Tergugat saksi

sering melihat dan mendengar langsung  pertengkaran tersebut; 

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret tahun 2022  tergugat telah

mentalak Penggugat dan menyuruh keluarga Tergugat untuk mengantara

barang-barang Tergugat; 

- Bahwa,saksi sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

2. Saksi,  umur   tahun,  agama  Islam,  pendidikan,  pekerjaan

wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Kota  Mataram,  di  bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di, Kota Mataram, selama kurang lebih 10.5

tahun

- Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pengagugat  dengan  Tergugat 

telah  hidup rukun sebagaimana  layaknya suami  istri  dan  dikaruniai  1

orang anak bernama :  Bahwa pada bulan ketentraman rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

- Bahwa  penyebabnya  salah  satu  pemicu  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, sering

memukul  Penggugat,  Tergugat  malas  bekerja,  Tergugat  sering  judi

online,  Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kotor,  dan  kurang

memberikan nafkah lahir kepada Pengguga

- Bahwa  masalah  pertengkaran  antaa  Penggugat  dengan  Tergugat

saksi sering melihat dan mendengar langsung  pertengkaran tersebut; 
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- Bahwa  saksi  mengetahui  pada  bulan  tergugat  telah  mentalak

Penggugat dan menyuruh keluarga Tergugat untuk mengantara barang-

barang Tergugat; 

- Bahwa,saksi sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon

putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita

acara  persidangan  perkara  ini  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan

mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, memberikan Kuasa Khusus,

Pengacara/Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DEWI ANJANI yang

beralamat  di  Lombok  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat,  yang  berdasarkan  surat

kuasa khusus nomor : Menimbang  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus.  No.

41/SK/Pdt.G/CG/2024 tanggal  kepada ANJANI, telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mataram Nomor :  146/SK/V/2024/PA.Mtr,  tanggal  28 Mei

2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa

Penggugat  Majelis  berkesimpulan  Surat  Kuasa  tersebut  telah  memenuhi

ketentuan  formil  dan  materil  Surat  Kuasa  Khusus  sebagaimana  yang  telah

ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahmakah Agung RI

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9

ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2)Undang-

undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  sehingga  saudara  kepada

SAHDAN,  SH,  &  REKAN.,  berhak  dan  atau  memiliki  kewenangan  untuk
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mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat berhak dan atau

memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo.

Pasal  229  Ketentuan  Penutup  Kompilasi  Hukum  Islam  (Keputusan  (baca

Peraturan) Menteri  Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara

ini  Hakim  memperhatikan  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dari  sumber

hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikan  para

pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

mediator  Dra.  Hj.  Kartini, namun berdasarkan laporan mediator  tanggal  10

Juni 2024, mediasi tidak berhasil.  Dengan demikian pemeriksaan perkara  a

quo telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  154  R.Bg.  juncto  pasal  4  dan  7

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan

dengan pembacaaan surat gugatan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  Penggugat mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat  dengan dalil-dalil  yang pada pokoknya bahwa sejak  Agustus 2012

Penggugat dengan  Tergugat tidak  harmonis  lagi  dimana  Tergugat  sering
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mabuk, berjudi dan melakukan KDRT kepada Penggugat, serta sering marah,

berkata  kasar  dan  melalaikan  tanggung  jawab  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat. ;  

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan

jawaban  terhadap  gugatan  Penggugat  sehingga  harus  dianggap  mengakui

dalil-dalil  Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di

pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan;

alasan  adanya  percekcokan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  maka

masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-

saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak

untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sesuai  ketentuan  pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang,  bahwa pokok  masalah  yang  paling  urgen  dan  signifikan

untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah

perkawinan  Penggugat dengan  Tergugat  benar-benar telah pecah dan tidak

ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai

suami isteri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

yang  merupakan  akta  autentik,  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materil.  Oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat,
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang  bahwa saksi-saksi  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R.Bg.  serta  Pasal  22  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang perkawinan;

Menimbang,  2  (dua)  orang  saksi  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dan

kedua  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dan

keterangannya  telah  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan

berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana

rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, Majlis

Hakim  menilai  keterangan  itu  telah  relevan  dengan  pokok  perkara  dan

mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan

Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  dalam  rumah  tangga  karena

Tergugat sering mabuk, berjudi dan melakukan KDRT kepada Penggugat, serta

sering  marah,  berkata  kasar  dan  melalaikan  tanggung  jawab  memberikan

nafkah  kepada  Penggugat.,  sehingga  Majlis  Hakim  berpendapat  dalil-dalil

gugatan Penggugat telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan keterangan Saks-

Saksi  sebagaimnana pertimbangan   diatas dan dalil-dalil  Penggugat, maka

Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

sah  menikah   pada  tanggal  Bahwa  setelah  nikah  antara  Penggugat

dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kota Mataram,

selama kurang lebih 10.5 tahun;
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 Bhwa selama pernikahan antara Pengagugat  dengan Tergugat 

telah  hidup  rukun sebagaimana layaknya suami  istri  dan dikaruniai  1

orang anak bernama :; 

 Bahwa,  sejak  antara  Penggugat dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  yang  disebabkan

karena Tergugat  sering  mabuk,  berjudi  dan melakukan KDRT kepada

Penggugat, serta sering marah, berkata kasar dan melalaikan tanggung

jawab memberikan nafkah kepada Penggugat. ;

 Bahwa  pada  bulan,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi 

perselisihan  kembali  sampai  akhirnya  Tergugat  menjatuhkan  talak

kepada Penggugat  tidak  lagi  melakukan hubungan suami  istri  karena

telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

 Bahwa  saksi  dan  keluarga  Penggugat  telah  berusaha

merukunkan   Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Penggugat dengan  Tergugat sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran  secara terus menerus dan sudah tidak

ada  lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang

harmonis dan bahagia;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah h pisah tempat tinggal

sejak  ,  ; 

3. Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat sudah  sering  diupayakan

damai  oleh  saksi  dan  keluarga  ,namun  sulit  didamaikan  dan  tidak

berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum

Islam yaitu :

1. Al Quran
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Artinya :  “Dan jika  kamu khawatir  ada persengketaan antara  keduanya,

maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki

dan seorang hakam dari  keluarga perempuan, jika kedua orang

hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah

memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II

halaman 248-249 :

Artinya:  Sesungguhnya boleh  bagi  seorang istri  meminta  kepada hakim

untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di

dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri

tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat

mendamaikan  suami  istri  tersebut  di  atas,  maka  hakim  dapat

menceraikannya dengan talak satu bain; 

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang meminta

agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

39 ayat  2  disebutkan bahwa  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami isteri  itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami isteri;

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39

ayat  2  Undang  Undang   Nomor  1  Tahu  1974  tentang  perkawinan  lebih

diperjelas oleh pasal pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang  bahwa  salah  satu  alasan  perceraian  sebagaimana

disebutkan dalam pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975
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adalah   bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah  Agung

RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa” Perkara

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

diikuti  dengan  telah  berpisah  tempat  tinggal  paling  singkat  6  (enam)  bulan

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 penafsiran hukum dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan

untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan dan pertengkaran

tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah

tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali ditemukan adanya Kekerasaan Dalam

Rumah Tangga

Menimbang bahwa apakah kondisi  rumah tangga Penggugat Tergugat

telah  memenuhi  alasan  alasan  perceraian  sebagaimana  disebutkan  dalam

pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975  dan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tersebut ?

Menimbang bahwa fakta hukum di atas Maret 2022, antara Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  kembali  sampai  akhirnya  Tergugat

menjatuhkan talak kepada Penggugat telah memenuhi norma penjelasan Pasal

39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian  petitum  Penggugat  pada  angka  2  dalam  surat  gugatannya  harus

dikabulkan;
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Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan,

maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Inpres Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan

Talak satu bain shughra Tergugat () kepada Penggugat ();

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (kepada Penggugat (); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang

sungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi , bertepatan dengan

tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

sebagai ketua Majelis,  H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  Penggugat  di luar hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Anggota 

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Saraswati, S.H., M.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran 30.000,00
-  Proses 75.000,00
-  Panggilan 600.000,00
-  PNBP 20.000,00
-  Redaksi 20.000,00
-  Meterai 20.000,00
J u m l a h 745.000,00
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
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